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ABSTRAK 

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk tujuan eksploitasi seksual 

merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Putusan Pengadilan 

Negeri Muaro Sijunjung Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrj menunjukkan 

permasalahan hukum ketika terdakwa dalam kasus perdagangan orang justru dijatuhi 

pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), bukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). 

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana 

dasar pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada 

putusan nomor 63/Pid.Sus/2024/Pn Mrj? dan Kedua, Bagaimana Penerapan Undang-

Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran dalam Putusan 

tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum yang optimal dalam Tindak 

Pidana Perdagangan Orang?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis. Secara 

yuridis, penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur eksploitasi seksual 

sebagaimana diatur dalam UU TPPO, sedangkan unsur pelanggaran dalam Pasal 81 

jo. Pasal 69 UU PPMI terbukti terpenuhi. Secara nonyuridis, hakim menilai terdakwa 

bukan pelaku utama dan memiliki tanggungan keluarga. Penerapan UU PPMI dalam 

kasus ini belum mencerminkan perlindungan hukum yang optimal bagi korban, 

khususnya terkait hak atas restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan psikologis yang 

diatur dalam UU TPPO. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap UU PPMI 

agar mencakup perlindungan bagi pekerja migran nonprosedural yang rentan menjadi 

korban perdagangan orang serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam 

pembuktian unsur TPPO. 

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual, Pekerja  

            Migran, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Korban. 

 


